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Semua masukan dan harapan yang tercermin

dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat

kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai

bahan pertimbangan kami dalam merumuskan

berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan

datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami

sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 3buah

Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan

yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang'

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ



BERITA ACARA

NOMOR i gOO F4s12016
NOMOR : 900 IEJ?I 20'16

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE:RAH
KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPA EN REMBANG

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2O1E;.2021

Pada Hafi ini Se/asa tanggat Dua Putuh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam

Eelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. MAJID KAMIL MZ.

3. H, GUNASIH,S.E.

: Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

:Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. SUMARSIH

Kabupaten Rembang .

: Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembar,g

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pe'rwakilan Rekyat Daerah

Kabupaten Rembang, selan.iutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menbahas dan menyetujui

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Remt'ang tentang 
- I:e^n9ana

b".Gn-grn"n Jangka Menengah Daerah Ka.bupaten Rembang Tahun 20'16-2021

rnlnj"Oi "p"r"trran Daerah yaig tetah diajukan oleh F'IHAK PERTAMA dengan

p".i"rrii", oin perubahan se6agaimana-tertuang pa(la catatan terlampir berita

acara ini;

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gube'rnur Jawa Tengah untuk
-,"no"p"tpengesahanselambat.lambatnya3(tiga)rarikerjasetelahditanda

tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam

LngLup 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestinya'

BUPATIREMBANG

Rembang, 23 Agustus 2016

KETUA DPRD KABUPATEN

ilu'
s.E.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

M. BtsRtch LAQUF

WAKIL KET'JA KABUPATEN
R':M
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BERITA ACARA

NOMOR | 9oO t$et20',t6
NOMOR : gOO t85il 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Se/asa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam
Eeras kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ

2, H. MAJID KAMIL MZ.

3. H. GUNASIH,S.E.

: Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

:Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

5. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi Peraturan Daerah yang

telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan

sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;

2. PTHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk
mendapat pengesahan selambaf lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATIREMBANG

Rembang, 23 Agustus 2016

DPRD KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

WAKIL KETUA D KABUPATEN
G

M. BISRI LAQUF

WAKIL KETUA
REM

KABUPATEN

r($,*g



BERITA ACARA

NOMOR | 9oO ttlttt 2016
NOMOR : 9001t83il 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Se/asa tanggal Dua Puluh Tiga butan Agustrs Dua Ribu Enam
Eelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
flembang yang beralamat di jalan p. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. H. MAJID KAMIL MZ.

3. H. GUNASIH,S.E.

: Ketua Dewan Perwakilan
Kabupaten Rembang.

Rakyat Daerah

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan penvakilan Rakyat Daerah
Kabupaterr Rembang .

5. SUMARSIH : Wekil Ketua Dewah Penrrakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Knbupalon Rombnng. solonjulrlya crisobut sotlnoflr pIHAK KEDUA



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten
Rembang menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir
berita acara ini;

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 Agustus 20i6

BUPATIREMBANG KABUPATEN REMBAN

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
G

M. BISRI LAQUF

WAKIL KETUA D KABUPATEN
REM

6vl

KETUA DPRD KABUPATEN

+4
SUMARSIH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PEMTURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

Menimbang : a.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANC

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangl<a
Menengah Daerah untuk kurun u,aktu 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran uisi, misi dan program Bupati dan
Wakil Bupati terpilih;;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 267 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah din-r'atakan bahrva
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Ral+'at Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapl<an l{eputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

: 1 . Undarrg-Undang Republik Indonesia Nontor l3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupalcn <lalam l,inp,kung:rn [)r<rltinsi ,litwn
'l'engah;

2. tlrrrlrrrrg.t)rrrlrrrrg Notrror 2lJ 'litlrrrrr I ()()() l(.lllnnl,,
l'jenyelenggara Negara -var-rg l3ersih dan !]eltas clari
I(ort tpsi, liolrrsi rlnn Nepolisrrre;

b.

c.

Mengingat



s-,'

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007' t'elrtang

Penataan Ruang;

g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pela.vanan Publik;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup;

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindunlan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur SiPil Negara;

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

16. Undang-Undang Nomor B Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undarrg-Undang;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang I)ana Perimbangan ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor .56 'lahrrn 2005
lcl llrtr r,-: l"inlrtt l ltllirl rttrrqr l(r'ttnttplrtt l)rr''l trl!.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'l'ahun 2005
lelll n lll{ l'tltpirlolrrlrtl l( t' t t t r t , 11t t t t l)rrtt lt} r .

<-
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zu. reraruran remenntan r\omor oc I anun .zuuJ
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

22. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kineq'a Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tenta.ng Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah l(epada Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, Dan Informasi la.poran
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerin tahan Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan T\rgas Pembantuan;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunaa
Daerah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

32. Peraturan Presiden Nomor l5 Tahun 20lO tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

33. Peraturari Presiden Nomor 32 'l'ahur-r 2O I I tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pemlrangunan likonomi Indonesi;r 2Ol I -2025

34. Peraturan Presiden Nomor 87 'l'ahurr 201 4 'l'entang
Pcrntttt'ntr Pelnl<snrrrrrrrr I lndlurfl I lnrlrrnll Nontor I2
'l'alturr 20 I I 'li:rrl:rrrg I'crrrlxrrrtul<irrr l1'r.rtLu'{u}
Perundang- Undangan ;



35.

40.

Memperhatikan : 1.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona'l
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Daerah Provinsi Jara'a Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Must anrarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jaw-a Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jau'a Tengah Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 20i0 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jarva Tengah Nomor 5
Tahun 2Ol4 tentang Rencana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor I
tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencala Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Rembang tahun 201 1-2031;

Peraturan Dewan Perwakilan Rahvat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Perubahan Pcrtrturtrn l.)r:u,an l)t:rrvaliiliirr Rnl<.yat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Laporan Panitia Khusus I Dewan Peru'akilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pendapat fral<si- ll'al<si [)ewan Perwnl<ilan Ral<yat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

36.

37.

38.

39.

41

42

2.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripuma
Dewnn Perrvnl<ilnn Rnl<t,nI f)ncrnlr l(nlrrrprrlcrr RemhnnJ',
lrrrr6l.',rrl '.1.1 Atr,rl3l rr:r 2() l(r



Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :

MEMUTUSKAN

Menyetu-iui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir .

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, 'kepada Bupati
Rembang.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

AKILAN RAKYAT DAEMH
ATEN REMBANG

I

KAMIL MZ

,*,

.i F
:luJ\9\w'\.t>----

-\-c l,t B



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANC

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG PEI{YELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Menimbang: a.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
IGBUPATEN REMBANG

bahwa Pen1,'elenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelen ggaraan Administrasi l(epend ud u kan ;

bahwa dengan, berlakunya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggarhan Administrasi Kependudu kan ;

bahwa untuk maksud tersebut pada hurLrf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perw'akilan Ralcyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Penvakilan Ra(vat Daerah Kabupaten Rembang .

b.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jau,a Tengah:

c.

2.

Tahun 1974

Republik

tentang
dalam

tentang3. Undang-Undang Nomor I
Perl<tuvinan;

Undang-Undarrg Nornor' I
Keimigrasian:

4. 'l'ah rrrr 1(D2 ter'l t il ng.



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

" il;;;;"gt'aitt RePublik lndonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O.O: tentang

Administrasi x"ptt'atti"'rtui-"eU"gaima"a ^telah 
diubah

ffiffi;;ilglu"i""* Nomor 24 Tahun 2013 tentans

Perubahan^t""''iait'j-u"a'ngNomor23Tahun
;;il;;;c Administras-i KePendud u kan ;

7. Undang-Undang Nomor t2 Tahun '2011 
tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun '2014 
tentang

Pemerintahan p""t"i' 
"Iu"gai*l"" l"]q beberapa kali

diubah terakhir ;;"t"""'uloang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentan! *it""g p"*o;111 atas Undang-

Undang Nomor ZS ?"hun 2-014 tentang Pemerintahan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan u"dJ;-u";;g Notnot -23..Tahun 
2006

tentang ndministrJJ""u"e"ii'''13 le\ah 
di.ubah dengan

;;;;;;;P"tttitilt' Noilor 102 rahun 2012 tentang

Perubahan "o" Et"i"t"t Pemerintah Nomor 37

Tahun 2ooz tentaiif 
- 
e!!4'*"t"1,, 

-unda:rs-undarsNomor 23 tafrun' ZOOO tentang Administrasi

KePendudukan;

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Pers) aratan a"'.' rttt iutu Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan SiPil:

1 1. Keputusan Presiclen Nomor 88 Tahun 2004 tentang
'' ;;;"bl;.n tniorn'iasl Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Remban-g Nomor 4 Tahun

2OO8 tentang Penyelenggaraan Administrasi

KePendudukan;

l3.PeraturanDaeralrKabupatenRembangNomor12
Tahun 2OO8 t""t""e- dtganijnsi. Dan Tata Kerja

Perangkat o""tu't'' 
"[u8'patEn 

Remuan g-- sebagarmana

telah diubah d;;g; ieraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nornot"i*iui'"" ZOfZ tentang Perubahan

Atas Peratura''t o""tJ X'Uupaten Rembang Nomor 12

Tahun 2oos t;;;;;;'o'et"i"""i 1"n Tata Ke{a

p"i""gt", Daerah Kabupaten Rembang;

14. Peraturan Dewan Penvakilan - Raklat Daerah

Kabupaten nemUtte Nomor Ol Tahun 2014 tentang'

Tata Tertib otttln pent'akitan . Rakyat Daerah

K;;;, p^i;'; n"nti'i'.l [ "tt'aga 
i m ana t el;rh rli u bah den gan

Pcratut'atr r'x'*"'i tlci*ttttitn''- llirklitl l)a<'r'alr

i<^t "p",'"" 
nernt'n'lg Nomor 0l Tahun 2015 tentang

Perubahatr Pt';;it;t?t" 
-- 

Dcrvan l'trtrval<ilan Rakvat

Daerah X"r''lp"i"" rrl-tr^tlg Nornor ol Tahun 2()l'l

tentang r,'n r"'iil'' ;;tt:;; Fenvakilan Rakl'at Daerah

lr.allttpzttt''t t l{r''tttlr;r t t ti



Memperhatikan : l.

Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripuma
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTI,'SKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudu kan sebagaimana terlampt .

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebngnimsl6 dikhrm PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada .Bupati
Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

2.

3.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

RAKYAT DAERAH
N REMBANG

KAMILMZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAE RAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2011 TBNTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a.

b.

!uhy. Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Rembaig Nomor 3 Tahun2Ol1 tentang Pedoman penyelenggarian dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 46lpUU-Xll/2014 menyatakan
penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi Menara
Telekomunikasi tidak memiliki lekuatan hukum sehinggaperlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif
dalam Peraturan Daerah Kabupaten RemUaig Nomor 3
Idy-" 2011 tentang pedomin penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
geylu persetujuan Dewan penvakilan Raky.at Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien Rembang .

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

U ntla ng-U-nr larrg Nornor. l.l 'l'rrlrurr lg50 tetrl.alrgPembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungai
Propinsi .larva'lengnh ;

c.

Mengingat : l.

2.

3. Undang-Undang Nomor
Tr.lrl<ornr I r r ikrr rri ;

36 Tahun 1999 tentang



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomu nikasi ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun
2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2Ol1 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

13. Peraturan Dewan Perwakilarr Raky'at Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 0l Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ra\yat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2015 'tentang Perubahan Peraturan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perr.r'akilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. l,aporan Panitia Khusus ll Deu,an Penvakilan Rakyat
Daeralr l(abupatr:rr Rr:rnbang, tan6igal 23 Agustrrs
2016

2. Pendapat fraksi-lral<si l)ewan l)erwakilarr ltakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2(ll(t.

3. Pernbica raan-perr ltica rzra tr dal;rm ritl),ll Pariprrrrra
l)r.tr,irtr ll.r'rvirliilirrr l(irlit,;rl l)irr.r';tlr l(lrlrrrpirl<.rr lit:nrlxur11
ta rr or,:r | ?? Atrrrslrr.:')O1/'r

4.

6.

7.

8.



MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan peraturan Daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembaag Nomor
3 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebqgaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

1:t.
DEWAII P,ERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.KABUPATEN REMBANG
. Ketua, I


